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BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR %k TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 61
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan
akuntabilitas pelaksanaan penatausahaan pendapatan
daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Karanganyar, perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);
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3.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Periyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
Peraturan Pemerintah Nomor -0 Tahun® 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menulas (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
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A. Pada Pasal 16 diubah, sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai

berikut :
Pasal 16
(1) Kebutuhan untuk perbekalan farmasi dan sarana penunjang Pelayanan
Kesehatan lainnya disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Apabila Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat mencukupi
kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas
melakukan rekapitulasi kebutuhan dan mengajukan permohonan
anggaran sesuai kebutuhan dimaksud kepada Bupati melalui Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.

B. Pada Pasal 17 diubah, sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai
berikut :
Pasal 17

(1) Semua hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor ke Kas Daerah
oleh Bendahara Penerima Dinas Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerima dapat dibantu
oleh Bendahara Penerima Pembantu 'pada masing-masing Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. .

Pasal 1]
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar,

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 QW 2012

BUPATI NGA R,

Dr. Hj. RINA IRIANASRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 432 aot2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR %4
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